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PUTUSAN
Nomor 381 K/Pid.Sus/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa, telah
memutus perkara Terdakwa :
Nama . SAIFUDIN AZIS;

Tempat Lahir Boyolali;

Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun /21 Juni 1968;

Jenis Kelamin Laki — laki;

Kebangsaan Indonesia;

Tempat Tinggal Dukuh Banaran RT.07/RW.11, Desa
Banaran, Kecamatan Boyolali,
Kabupaten Boyolali;

Agama : lIslam;

Pekerjaan : Swasta (Mantan Anggota DPRD

Kabupaten Boyolali Periode Tahun
1999-2004);

Terdakwa tersebut berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan
sebagai berikut:

Dakwaan Subsidairitas:

Primair : Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP;
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Subsidair : Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Boyolali tanggal 26 September 2016 sebagai berikut:

1.  Membebaskan Terdakwa SAIFUDIN AZIS dari dakwaan Primair Pasal 2
ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat
(1) KUHP;

2.  Menyatakan Terdakwa SAIFUDIN AZIS bersalah melakukan tindak
pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3
juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat
(1) KUHP dalam dakwaan Subsidair;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIFUDIN AZIS dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah
Terdakwa ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar
uang pengganti sebesar Rp45.326.240,00 (empat puluh lima juta tiga
ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan

ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Hakim
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mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa
Tengah Nomor 171/121/99 tanggal 14 Agustus 1999 tentang
Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian
Keanggotaan DPRD Kabupaten Tingkat Il Boyolali;

2) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
171/113/2002 tanggal 7 Agustus 2002 tentang Peresmian
Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD
Antar Waktu Kabupaten Tingkat Il Boyolali;

3) Keputusan Pimpinan DPRD KabupatenBoyolali
Nomor 018 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang
Penetapan Program Kegiatan DPRD KabupatenBoyolali Tahun
2003;

4) Keputusan Pimpinan DPRD KabupatenBoyolali
Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Penetapan
Program Kegiatan DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2004;

5) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
171/26/2004 tanggal 7 Maret 2004 tentang Peresmian
Pemberhentian dan Peresmian Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Boyolali;

6) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
171/52/2004 tanggal 1 Agustus 2004 tentang Peresmian
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten
Boyolali;

7) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
170/103/2004 tanggal 2 Desember 2004 tentang Peresmian
Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali;
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8) Surat Perintah Bupati Boyolali Nomor
824/00326/23/04 tentang Kekosongan Jabatan Sekretaris DPRD
Kabupaten Boyolali Karena Pejabatnya Meninggal Dunia;

9) Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali
Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan
Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Boyolali Masa Bhakti
Tahun 1999-2004;

10) Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali
Nomor 011 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan
Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang
Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD
Kabupaten Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

11) Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali
Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Pimpinan DPRD KabupatenBoyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang
Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD
Kabupaten Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

12) Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali
Nomor 013 Tahun 2002 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan
Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang
Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD
Kabupaten Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

13) Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali
Nomor 017 Tahun 2002 tentang Perubahan Keempat atas
Keputusan Pimpinan DPRD KabupatenBoyolali Nomor 02 Tahun
2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi
DPRD Kabupaten Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

14) Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali
Nomor 09 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan
Pimpinan DPRD KabupatenBoyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang
Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD
Kabupaten Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
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15) Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali
Nomor 02 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan
Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang
Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD
Kabupaten Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

16) Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 05
Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan
DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 04 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Boyolali Masa
Bhakti Tahun 1999-2004;

17) Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 13
Tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Pimpinan
DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 04 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Boyolali Masa
Bhakti Tahun 1999-2004;

18) Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 11
Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan DPRD
Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Boyolali Masa Bakti Tahun
2001-2004;

19) Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 8
Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan DPRD
Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Boyolali Masa Bakti Tahun
2001-2004;

20) Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 8
Tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan DPRD
Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Boyolali Masa Bakti Tahun
2001-2004;
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21) Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 4
tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD
Kabupaten Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;

22) Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 3
Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD
KabupatenBoyolali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Panitia Rumah Tangga DPRD Kabupaten Boyolali Masa Bakti
Tahun 1999-2004;

23) Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 12
Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD
Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Panitia Rumah Tangga DPRD Kabupaten Boyolali Masa Bakti
Tahun 1999-2004;

24) Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali
Nomor 012 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Khusus
Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Boyolali tentang Kedudukan Keuangan DPRD
Kabupaten Boyolali;

25) Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 9
Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah
Kabupaten Boyolali tentang Kedudukan Keuangan DPRD
Kabupaten Boyolali;

26) Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 1
Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah
Kabupaten Boyolali tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan
Keuangan DPRD Kabupaten Boyolali;

27) Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali
Nomor 04 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp367.000.000,00 yang
dikelola oleh Pimpinan DPRD TA 2004;
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28) Keputusan Bupati Nomor 903/483 Tahun 2003
tentang Pembentukan Tim dan Sub Tim Penyusun Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah TA 2004 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah TA 2004 Kabupaten Boyolali;

29) Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 4
Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Boyolali TA 2004;

30) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor — Tahun 2004 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor
4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten
Boyolali;

31) Surat Perintah Nomor 180/04965 tanggal 19
September 2003 tentang Susunan nama-nama pembahas
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD
Kabupaten Boyolali;

32) Telaahan Staf tanggal 18 September 2003 perihal
Kedudukan Keuangan DPRD;
33) Rancangan |l Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali

Nomor — Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD
Kabupaten Boyolali;

34) Rancangan |Ill Peraturan Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor — 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD
Kabupaten Boyolali;

35) Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft
dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan

Keuangan DPRD KabupatenBoyolali tanggal 20 September 2003;
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36) Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft
dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan
Keuangan DPRD Kabupaten Boyolali tanggal 2 Januari 2004;

37) Pendapat Bupati atas Ranperda tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Boyolali;

38) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4
Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD
KabupatenBoyolali dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan
Keuangan DPRD Kabupaten Boyolali;

39) Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28
Januari 2004 perihal Penyampaian Peraturan Daerah; Surat
Sekretariat Nomor 903/00924/05/04 tanggal 23 Maret 2004 perihal
Pengiriman Buku APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2004; Surat
Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004
tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor
3 Tahun 2004 tentang APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran
2004; Surat Bupati Boyolali Nomor 700/03538/21/05 tanggal 25 Juli
2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan IV
Yogyakarta (satu bendel);

40) Usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2004 Belanja Apratur Satuan Kerja DPRD
Kabupaten Boyolali 2003;

41) Usulan Rancana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah TA 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja Sekretariat
DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2003;

42) Laporan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten
Boyolali tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kabupaten Boyolali TA 2004 pada Rapat
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Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Boyolali tanggal 21 Februari
2004;

43) Surat DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 172/823
tanggal 13 September 2003 perihal Pemberitahuan Jadwal
Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten
Boyolali (satu bendel);

44) Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten
Boyolali (satu bendel);

45) Surat DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 005/467
tanggal 21 Juni 2003 Nomor 004/634 tanggal 31 Juni 2003, Nomor
005/980/10/2003 tanggal 22 Agustus 2003, Nomor 005/992/10/2003
tanggal 2 Desember 2003. Nomor 005/012/10/2004 tanggal 10
Januari 2004 perihal Undangan Rapat PRT, Daftar Hadir dan Hasil
Rapat PRT, Nomor 005/980/10/2003 tanggal 17 Nopember 2003
perihal Undangan Rapat Anggaran, Daftar Hadir Rapat Anggaran
dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/743 tanggal 26 Agustus 2003
perihal Undangan Rapat Koordinator, Daftar Hadir Rapat
Koordinator dan Hasil Rapat Koordinator (satu bendel);

46) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Penyusunan
Draft dan Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD
Kabupaten Boyolali (satu bendel);

47) Daftar Hadir Eksekutif mengikuti Rapat DPRD
Kabupaten Boyolali (satu Bendel);

48) Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP TA
2004 (satu bendel);
49) Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional

Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Keta DPRD Kabupaten Boyolali
bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei Juni, Agustus Tahun 2004
(satu bendel);

50) Surat  Perintah  Membayar (SPM)  Nomor
52/P.BAU/II/2004 tanggal 1 Maret 2004 TA 2004 untuk keperluan

Belanja Pegawai Guna Memberi Uang Representasi, Uang Paket,
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Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komisi, Tunjangan PPH Ps.21,
Tunjangan  Panitia, Kesejahteraan, Tunjangan  Perbaikan
Pengasilan, Keluarga, Beras bulan Maret 2004 (satu bendel);

51) Rekapitulasi Tanda Terima Tunjangan Perbaikan
Penghasilan TA 2004 untuk pembayaran TPP bagi Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Boyolali bulan Januari 2004
(satu bendel);

52) Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar
Tunjangan Kesejahteraan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
DPRD Kabupaten Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel);

53) Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar
Tunjangan Kesejahteraan bagi Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota
DPRD Kabupaten Boyolali bulan Maret (satu bendel);

54) Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar
Tunjangan Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna Bakti bagi
Anggota DPRD Periode 1999-2004 (satu bendel);

55) Surat  Perintah  Membayar (SPM)  Nomor
73/A.NAU/III/2004 TA 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai guna
memberi Tunjangan Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna
Bakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 1999/2004 TA
2004 (satu bendel);

56) Surat Perintah  Membayar (SPM) Nomor
73/A.NAU/IN/2004 TA 2004 untuk Belanja Pegawai guna memberi
Bantuan Operasional Komisi, Pimpinan, Penyerapan Aspirasi, Dinas
Luar, Kunjungan Kerja dan Sosial Kesejahteraan bulan Januari,
Februari, Maret April 2004 (satu bendel);

57) Rekapitulasi Tanda Terima Operasional Pimpinan
DPRD Tahun 2004, Rekapitulasi Tanda Terima Penyerapan
Aspirasi Angota DPRD Tahun 2004, Rekapitulasi Tanda Terima
Operasional Komisi Anggota DPRD Tahun 2004;

58) Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional
bagi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2004;

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 381 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59) Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional
Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
Tahun 2004;

60) Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan
Aspirasi bagi Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kabupaten
Boyolali periode 1999-2004 Tahun 2004;

61) Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode
1999-2004;

62) Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor
750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 perihal Koreksi Intern
Hasil Rik Bawas Propinsi Jawa Tengah atas Penggunaan Dana
APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali;

63) Surat DPRD  Kabupaten Boyolali  Nomor
173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan
Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kabupaten Boyolali;

64) Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04
tanggal 9 Maret 2004 perihal Dana Purna Bakti DPRD;
65) Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Nomor

900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta;

66) Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kabupaten Boyolali
atas nama H. Marsudi;

67) Surat Tanda Setoran Uang Rp25.000.000,00 atas
nama Drs. Kartono;

68) Surat Bupati Boyolali Nomor 790/04635/08/2004
tanggal 8 Desember 2004 perihal Tindak Lanjut LHP;

69) Pemberian Dana Purna Bakti Anggota DPRD

Periode 1999-2004 Menyimpang dari Ketentuan dan Merugikan
Keuangan Daerah Rp1.125.000.000,00;
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70) Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 1
Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten
Boyolali;

71) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81

Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Penjabaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali TA 2004
(Sekretariat Dewan);

72) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81
Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Penjabaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali TA 2004
(Sekretariat Dewan);

73) 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna DPRD
KabupatenBoyolali tentang Rapat Paripurna L, Pariipurna I,
Paripurna lll;

74) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 511
Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali;

75) 1 (satu) buku Usulan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah TA 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja DPRD
Kabupaten Boyolali Tahun 2003;

76) 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna Istimewa
DPRD Kabupaten Boyolali tanggal 19 Maret 2004 tentang
Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua dan Anggota Antar Waktu
DPRD Kabupaten Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004
(Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali 2004);

77) Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Boyolali
tentang Rapat Paripurna |, Paripurna |l dst dari Sekretariat DPRD
KabupatenBoyolali 2004;

78) Surat Nomor 045.2/839 tanggal 18 September 2003
perihal Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2001;
79) Polis Asuransi Nomor 33782;
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80) Kwitansi Penerimaan Uang Asuransi dari PT AJB
Bumi Putra;
81) 1 (satu) bendel surat-surat /dokumen pendukung

asuransi kumpulan Bumi Putra 1912;

82) Buku Jadwal Paripurna (Panitia Musyawarah);

83) Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah) yang disita dari Muslich Edy Wibowo;

84) Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh

lima juta rupiah) yang disita dari Tukinu, S.H., M.Hum., sebagai
Kuasa dari Isa Anshori;
Digunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain yang akan menyusul
proses penuntutannya;

5.  Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Semarang Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg., tanggal 31 Oktober
2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUDIN AZIS tersebut, tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,
sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa SAIFUDIN AZIS dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa SAIFUDIN AZIZ tersebut, telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara
bersama-sama dan berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan
Subsidiair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIFUDIN AZIS tersebut, dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa SAIFUDIN AZIS tersebut
berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar
Rp39.494.240,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh
empat ribu dua ratus empat puluh rupiah), dengan ketentuan jika

Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling
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lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal

Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana

penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan kota;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah Nomor
171/121/99 tanggal 14 Agustus 1999 tentang Peresmian
Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD
Kabupaten Tingkat Il Boyolali;

2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/113/2002 tanggal 7
Agustus 2002 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian
Pemberhentian Keanggotaan DPRD Antar Waktu Kabupaten
Tingkat Il Boyolali;

3. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 018 Tahun 2002
tanggal 31 Desember 2002 tentang Penetapan Program Kegiatan
DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;

4. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 01 Tahun 2004
tanggal 2 Januari 2004 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD
Kab.Boyolali Tahun 2004;

5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/26/2004 tanggal 7
Maret 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian
Wakil Ketua DPRD Kab.Boyolali;

6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/52/2004 tanggal 1
Agustus 2004 tentang Peresmian  Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota DPRD Kab.Boyolali;

7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/103/2004 tanggal 2
Desember 2004 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kab.Boyolali;
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8. Surat Perintah Bupati Boyolali Nomor 824/00326/23/04 tentang
Kekosongan Jabatan Sekretaris DPRD Kab.Boyolali Karena
Pejabatnya Meninggal Dunia;

9. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001
tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD
Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

10. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 011 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali
Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan
Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun
1999-2004;

11. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 05 Tahun 2002
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Pimpinan DPRD
Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan
Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun
1999-2004;

12. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 013 Tahun 2002
tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Pimpinan DPRD
Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan
Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun
1999-2004;

13. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 017 Tahun 2002
tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Pimpinan DPRD
Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan
Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun
1999-2004;

14. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 09 Tahun 2003
tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Pimpinan DPRD
Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan
Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun
1999-2004;
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15. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2004
tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan DPRD
Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan
Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun
1999-2004;

16. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 05 Tahun 2004 tentang
Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali
Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD
Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

17. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 13 Tahun 2004 tentang
Perubahan Ketujuh atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali
Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD
Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

18. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 tentang
Perubahan Kelima atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 18
Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD
Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;

19. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Perubahan Kelima atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 17
Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD
Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;

20. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Perubahan Ketujuh atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 17
Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD
Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;

21. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 tahun 2000 tentang
Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab.Boyolali Masa
Bakti Tahun 1999-2004;

22. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Perubahan atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun
2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD
Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;
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23. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 12 Tahun 2004 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4
Tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD
Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;

24. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 012 Tahun 2003
tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Draft dan
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang
Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

25. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 9 Tahun 2001 tentang
Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang
Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

26. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun
2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

27. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2004
tenatng Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
sebesar Rp.367.000.000,- yang dikelola oleh Pimpinan DPRD TA
2004;

28. Keputusan Bupati Nomor 903/483 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Tim dan Sub Tim Penyusun Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004
dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA
2004 Kab.Boyolali;

29. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Boyolali TA 2004;

30. Rancangan Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor — Tahun 2004
tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001
tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

31. Surat Perintah Nomor 180/04965 tanggal 19 September 2003

tentang Susunan nama-nama pembahas Rancangan Peraturan
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Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

32. Telaahan Staf tanggal 18 September 2003 perihal Kedudukan
Keuangan DPRD;

33. Rancangan |l Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor — Tahun 2003
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001
tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

34. Rancangan Il Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor — 2003
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001
tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

35. Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft dan
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan
Keuangan DPRD Kab.Boyolali tanggal 20 September 2003;

36. Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft dan
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan
Keuangan DPRD Kab.Boyolali tanggal 2 Januari 2004;

37. Pendapat Bupati atas Ranperda tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD
Kab.Boyolali;

38. Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali dan Peraturan Daerah
Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;

39. Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004
perihal Penyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor
903/00924/05/04 tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku
APBD Kab.Boyolali Tahun 2004; Surat Gubernur Jawa Tengah
Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004 tentang Hasil Evaluasi
Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2004 tentang APBD
Kab.Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati Boyolali Nomor
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700/03538/21/05 tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPKP Perwakilan IV Yogyakarta (satu bendel);

40. Usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2004 Belanja Apratur Satuan Kerja DPRD Kab.Boyolali
2003;

41. Usulan Rancana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA
2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja Sekretariat DPRD
Kab.Boyolali Tahun 2003;

42. Laporan Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolali tentang Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab.Boyolali
TA 2004 pada Rapat Gabungan Komisi DPRD Kab.Boyolali tanggal
21 Pebruari 2004;

43. Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 172/823 tanggal 13 September
2003 perihal Pemberitahuan Jadwal Pembahasan Ranperda
Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali (satu bendel);

44. Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kab.Boyolali (satu bendel);

45. Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 005/467 tanggal 21 Juni 2003
Nomor 004/634 tanggal 31 Juni 2003, Nomor 005/980/10/2003
tanggal 22 Agustus 2003, Nomor 005/992/10/2003 tanggal 2
Desember 2003. Nomor 005/012/10/2004 tanggal 10 Januari 2004
perihal Undangan Rapat PRT, Daftar Hadir dan Hasil Rapat PRT,
Nomor 005/980/10/2003 tanggal 17 Nopember 2003 perihal
Undangan Rapat Anggaran, Daftar Hadir Rapat Anggaran dan Hasil
Rapat PRT, Nomor 005/743 tanggal 26 Agustus 2003 perihal
Undangan Rapat Koordinator, Daftar Hadir Rapat Koordinator dan
Hasil Rapat Koordinator (satu bendel);

46. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Penyusunan Draft dan
Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali
(satu Bendel);

47. Daftar Hadir Eksekutif mengikuti Rapat DPRD Kab.Boyolali (satu
Bendel);

48. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP TA 2004 (satu bendel);
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49. Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi
Ketua dan Wakil Keta DPRD Kab.Boyolali bulan Januari,
Februari,Maret, April, Mei Juni, Agustus Tahun 2004 (satu bendel);

50. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 52/P.BAU/III/2004 tanggal
1 Maret 2004 TA 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai Guna
Memberi Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan,
Tunjangan Komisi, Tunjangan PPH Ps.21, Tunjangan Panitia,
Kesejahteraan, Tunjangan Perbaikan Pengasilan, Keluarga, Beras
bulan Maret 2004 (satu bendel);

51. Rekapitulasi Tanda Terima Tunjangan Perbaikan Penghasilan TA
2004 untuk pembayaran TPP bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
DPRD Kab. Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel);

52. Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan
Kesejahteraan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD
Kab.Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel);

53. Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan
Kesejahteraan bagi Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota DPRD
Kab. Boyolali bulan Maret (satu bendel);

54. Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan
Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna Bakti bagi Anggota
DPRD Periode 1999-2004 (satu bendel);

55. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 TA 2004
untuk keperluan Belanja Pegawai guna memberi Tunjangan
Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna Bakti bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD Periode 1999/2004 TA 2004 (satu bendel);

56. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 TA 2004
untuk Belanja Pegawai guna memberi Bantuan Operasional Komisi,
Pimpinan, Penyerapan Aspirasi, Dinas Luar, Kunjungan Kerja dan
Sosial Kesejahteraan bulan Januari, Pebruari, Maret April 2004
(satu bendel);

57. Rekapitulasi Tanda Terima Operasional Pimpinan DPRD Tahun
2004, Rekapitulasi Tanda Terima Penyerapan Aspirasi Angota

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 381 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Tahun 2004, Rekapitulasi Tanda Terima Operasional Komisi
Anggota DPRD Tahun 2004;

58. Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional bagi Komisi-
Komisi DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;

59. Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Opersional Pimpinan bagi
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;

60. Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua,
Wakil Ketua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 1999-2004 Tahun
2004;

61. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua
dan Anggota DPRD Kab.Boyolali Periode 1999-2004;

62. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3
Nopember 2004 perihal Koreksi Intern Hasil Rik Bawas Propinsi
Jawa Tengah atas Penggunaan Dana APBD Tahun 2004 di
Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;

63. Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16
Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti
Anggota DPRD Kab. Boyolali;

64. Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 9 Maret 2004
perihal Dana Purna Bakti DPRD;

65. Surat Sekretariat DPRD Kab.Boyolali Nomor 900/981/10/2005
tanggal 28 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
Perwakilan IV Yogyakarta;

66. Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab.Boyolali atas nama H. Marsudi;

67. Surat Tanda Setoran Uang Rp.25.000.000,- atas nama Drs.
Kartono;

68. Surat Bupati Boyolali Nomor 790/04635/08/2004 tanggal 8
Desember 2004 perihal Tindak Lanjut LHP;

69. Pemberian Dana Purna Bakti Anggota DPRD Periode 1999-2004
Menyimpang dari Ketentuan dan Merugikan Keuangan Daerah
Rp.1.125.000.000,-;
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70. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Peraturan Tata Tertib DPRD Kab.Boyolali;

71. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2004
tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kab. Boyolali TA 2004 (Sekretariat Dewan);

72. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2004
tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kab. Boyolali TA 2004 (Sekretariat Dewan);

73. 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab.Boyolali tentang
Rapat Paripurna L,Pariipurna Il, Paripurna lll;

74. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 511 Tahun 2001
tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;

75. 1 (satu) buku Usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA
2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja DPRD Kab.Boyolali Tahun
2003;

76. 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab.Boyolali
tanggal 19 Maret 2004 tentang Pengucapan Sumpah/Janji Wakil
Ketua dan Anggota Antar Waktu DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti
Tahun 2001-2004 (Sekretariat DPRD Kab.Boyolali 2004);

77. Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab.Boyolali tentang Rapat
Paripurna |, Paripurna Il dst dari Sekretariat DPRD Kab.Boyolali
2004;

78. Surat Nomor 045.2/839 tanggal 18 September 2003 perihal
Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2001;

79. Polis Asuransi Nomor 33782;

80. Kwitansi Penerimaan Uang Asuransi dari PT AJB Bumi Putra;

81. 1 (satu) bendel surat-surat /dokumen pendukung asuransi kumpulan
Bumi Putra 1912;

82. Buku Jadwal Paripurna (Panitia Musyawarah);

83. Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
yang disita dari Muslich Edy Wibowo;
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84. Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
yang disita dari Tukinu, SH, M.Hum sebagai Kuasa dari Isa Anshori;

Seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk

dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara
ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PT.SMG., tanggal 24 Maret
2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Oktober 2016 Nomor
59/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg yang dimintakan banding sekedar tidak
mencantumkan kalimat “menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam
tahanan kota” sedang amar putusan selebihnya dikuatkan sehingga amar
putusan selengkapnya akan berbunyi sebagai berikut:

1.  Menyatakan Terdakwa Saifudin Aziz tersebut tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,
sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa Saifudin Aziz dari dakwaan Primair
tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Saifudin Aziz tersebut telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana tersebut dalam
dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saifudin Aziz tersebut
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Saifudin Aziz
tersebut berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar
Rp39.494.240,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan
puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah), dengan ketentuan

jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 381 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya
dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti
tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda
yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka
dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 84, selengkapnya
sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 59/Pid.Sus-
TPK/2016/PN.Smg, tanggal 31 Oktober 2016;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu

rupiah);
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor
6/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg., juncto Nomor

1/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Smg., juncto Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg.,
17/Akta.Pid/2017/PN.Dpk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan,
bahwa pada tanggal 12 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Boyolali mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Kasasi/Pid.Sus-
TPK/2017/PN.Smg., juncto Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PT.Smg., juncto
Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Mei 2017 Penasihat Hukum Terdakwa
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 April 2017 dari Penuntut Umum

tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
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Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26
April 2017;

Membaca pula Memori Kasasi tanggal 6 Mei 2017 dari Penasihat
Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai
Pemohon Kasasi Il berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 April 2017,
memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Mei 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah  diberitahukan kepada
Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan
permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2017 serta memori kasasinya telah
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Semarang pada tanggal 26 April 2017. Dengan demikian, permohonan
kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang
waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu, permohonan
kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada
Terdakwa pada tanggal 25 April 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan
kasasi pada tanggal 8 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Semarang pada tanggal 8 Mei 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi
beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu, permohonan kasasi
tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi
I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Il/Terdakwa dalam memori kasasi
selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Il/Terdakwa tersebut,

Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:
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Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak
dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum karena ternyata judex facti tidak
salah dan tidak beralasan hukum hukum karena ternyata judex facti tidak
salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, dan juga judex facti terbukti
telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena itu alasan
kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa yang menyatakan putusan judex facti
adalah putusan Hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah
dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum dan/atau
menyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menetapkan Pasal Undang-
Undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam
persidangan, adalah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan dengan
pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugian keuangan
Negara sebesar Rp3.235.711.158,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima
juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan) adalah karena
Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dan selaku Anggota
Panitia Anggaran dalam menyusun dan membahasa APBD Kabupaten
Boyolali Tahun 2002 s/d tahun 2004, bersama-sama dengan Miyono
selaku Ketua DPRD dan selaku Ketua Panitia Anggaran serta para
Anggota DPRD lainnya dari berbagai fraksi yang duduk dalam Panitia
Anggaran telah menyetujui (final approve) sebanyak 6 (enam) mata
anggaran yang tidak diatur oleh undang-undang, sehingga
menguntungkan Terdakwa dan para Anggota DPRD lainnya;

2. Bahwa lagi pula alasan selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian
yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan
semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada
tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan
dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum
tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili
tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah

judex facti telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang
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dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana;

Bahwa namun demikian dan terlepas dari alasan dan keberatan kasasi
Penuntut Umum dan Terdakwa, putusan judex facti Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki putusan judex
facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang
sekedar mengenai meniadakan "tahanan kota”, Majelis Hakim berpendapat
amar putusan tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai menambah pidana
denda dan pidana pengganti pidana denda yang semula tidak ada;

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim
telah terbukti merugikan keuangan Negara dan karena Terdakwa selaku
Anggota DPRD Penyelenggara Negara, maka dakwaan Penuntut Umum
melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah tepat dan
benar diterapkan pada kesalahan Terdakwa, dan putusan judex facti
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang
menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Semarang tanggal 31 Oktober 2016 Nomor
59/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg menyatakan terbukti Pasal 3 juncto Pasal 18
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga Terdakwa haruslah
dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka jika
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PT.SMG., tanggal 24 Maret 2017 yang
memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Semarang Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg., tanggal 31 Oktober
2016 perlu diperbaiki sekedar mengenai penambahan pidana denda dan
pidana pengganti pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa,
sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk
membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;
Memperhatikan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang—-Undang Nomor 20 Tahun 2001
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tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto

55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditamba

h dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT
UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI dan Pemohon Kasasi
ll/Terdakwa: SAIFUDIN AZIS tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PT.SMG.,
tanggal 24 Maret 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor
59/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg., tanggal 31 Oktober 2016 sekedar mengenai
penambahan pidana denda dan pidana pengganti pidana denda yang
dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi
sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila
pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana
kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Krisna
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Harahap, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada
Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota serta putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh
Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./ ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudarmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001
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